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Abstract 

It is undeniable that the emergence of the Covid-19 pandemic is unavoidable and 

has an impact on all lines of life, including the economic sector, as a result, it not only 

has an impact on the decline in the level of the economy but also has an impact on 

termination of employment. This article aims to examine the policies taken by the 

State, in this case the Government and what the government should do in order to 

protect the rights of Indonesian workers duringithe Covid-19ipandemic. The 

researchimethod used isinormative juridical by reviewing the applicable laws and 

regulations. The results of the study indicate that in terms of protection of workers, 

steps or policies taken by the government are to issue several regulations as firm steps 

regarding legal protection efforts for workers and their implementation for workers. 

In addition to regulations and technical rules that are regulated for workersiduring 

the Covid-19ipandemic, the Government has also issued several policiesito cope 

withtthe impact of Covid-19, namely in the form of social policies that are expected 

to be felt directly for the workforce.  
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Abstrak 

Tidakadapat dipungkiriamunculnya Pandemiacovid-19 merupakanahal yang 

tidak dapatadielakkan danaberdampak terhadapaseluruh lini kehidupanatermasuk 

pada sektoraekonomi, akibatnyaatidak saja berdampakaterhadap menurunnyaatingkat 

perekonomian namunajuga berimbas padaapemutusan hubunganakerja. Artikel ini 

bertujuan mencermati kebijakanayang diambil olehaNegara, dalam halaini 

Pemerintah serta hal yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi 

hak tenagaakerja Indonesiaadi masa pandemiaCovid-19. Adapun metodeapenelitian 

yang digunakanaadalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-

undangan yangaberlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 

halaperlindungan terhadap tenagaakerja, langkah atau kebijakanayang diambil 

olehapemerintah adalah denganimengeluarkan beberapa regulasi sebagai langkah 

tegas terkait upaya perlindungan hukum bagi pekerja serta implementasinya bagi  

pekerja. Di samping mengenai regulasi dan aturan teknis yang diatur bagiapekerja di 

masa pandemi Covid-19 Pemerintah jugaatelah mengeluarkan beberapa kebijakan 

untuk menanggulangi dampak Covid-19ayakni berupa kebijakanasosial yang 

diharapkan dapat dirasakan langsung bagi tenaga kerja.  

 

Kata Kunci: PerlindunganaHak; Tenaga Kerja; Negara. 
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Pendahuluan 

Padaaaakhir tahun 2019adunia dihebohkan olehamunculnya Wabah yang berasal 

dari virus covid-19ayang pertamaakali di temukan di kota Wuhan, provinsi Hubei, 

China. Kemudian padaaawal bulanaMaret 2020, masyarakataIndonesia 

dikejutkanadengan pernyataan Presiden Republik Indonesia JokoaWidodo yang 

menyatakan bahwa adanya 2 Orang warga Indonesia yang terinfeksi Positif Covid-

19.1 

Secara global kasus positifa iCovid-19 mencapai 183,738,373 kasusa idengan 

angkaakematian akibatapenyakit covid-19amencapai 3,955,756 jiwa.2 Sementara itu, 

di Indonesia terhitung hingga tanggal 06 Juli 2021 sendirii total kasus positif covid-

19 telah mencapai 2,284,084 kasusi dengan angka kematiani akibati penyakit Covid-

19 mencapai 60,582 jiwa.3 Penyebaranayang sangatacepat dari manusiaake manusia 

lainnyaamenyebabkan  jenisavirus  baruaini (saat ini sudah bermutasi menjadi Covid 

19 varian Delta) ditetapkan  sebagaia pandemi  global.  Akibatnya,  tidaka ihanya  

terhadapaangka  infeksi  sertaakematian  saja  yang  terusameningkat, hal  

tersebutajuga  telah berimbasapada hampir semua aspek dalamakehidupan termasuk 

pada aspek ekonomi.  

Diaantaraakelompok masyarakatayang paling terdampakaproblem krusial 

pandemi saat ini, salahasatunya adalah tenaga kerja. Terjadiny a PHK bes ar-bes aran 

y ang ada di Indonesia merupakan dampak di bidang sektor ekonomi pada mas a 

pandemi corona virus. Adapun dampak lain diantaranya jika dilihat dari hasil data 

90% pekerja yang dirumahkan dengan sebanyak ≥ 1,5 juta pekerja dan sebesar 10% 

pekerja terkena PHK.1 Pada Maret 2020, penurunan PMI Manufacturi ng Indonesia s 

ebes ar 45, 3%, sebesar 3, 7% pada triwulan I terjadi penurunan impor dan infl asi 

yang tel ah mencapai 2, 96% dari tahun ke tahun dimana telah dihasilkan dari produksi 

 
1  CNNa Indonesia. “Jokowia Umumkan DuaaWNI Positifa iCorona di iIndonesia”, diakses 18 

Juni 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-

dua-wni-positif-corona-di-indonesia  
2Wikipedia. “Template: Acovid-19 Pandemicadata”, Diakses 2 Juli  2021. 

Https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Template:Covid-19_Pandemic_Data  
3  Satuan Tugas Penanganan Covid-19. “Data sebaran”, diakses 2 Juli  2021, 

https://covid19.go.id/. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302111534-20-479660/jokowi-umumkan-dua-wni-positif-corona-di-indonesia
https://covid19.go.id/
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biaya emas dan komoditas kualitas pangan4. Kemunculanapandemi Covid-

19amembawa serta berimplikasianegatif terhadap duniaakerja, utamanya 

berkenaanadengan hubunganakerja antara pengusaha danapekerja.5 Amnestia 

Internasionali Indonesiaa merinci beberapaa poin-poini krusiala berkenaan dengan 

problema tenaga kerja di masa pandemi yang berpotensiapada pengabaianaterhadap 

hak-hakapekerja,ayaitu:6  

1) PemotonganaupahadanaPHK dari perusahaan ayang sektor usahanya 

terpengaruhaoleh Pandemi.  

2) Dilematisnyaakebijakan social distancing dan work fromahome bagiapekerja, 

sebab takasemua bidang kerja yang sepenuhnya dapatadilakukan dari rumah. 

Sementara, pemotonganagaji hingga cuti kerjaaoleh perusahaan menjadi 

pertimbanganautama yang memaksaapekerja untuk tetap masuk kerja.  

3) Tidakasemua tenaga kerja tercoveradalam sistemajaminan sosialapemerintah.7 

Berdasarkan masalah diatas, tentunya hal ini perlu ditangani segera oleh Negara 

sebab perlindungana hukumi terhadapa pekerja merupakanapemenuhan hak 

dasarayang melekatadan dilindungiaoleh konstitusi sebagaimanaayang diatur dalam 

Pasal 27aayat (2) UUD 1945ayang berbunyi “tiap-tiapaWarga Negara berhakaatas 

pekerjaan danapenghidupan yang layak bagiakemanusiaan”, Pasal 33iayat (1) yang 

menyatakanabahwa “perekonomianidisusun sebagaiausaha bersama 

atasakekeluargaan”. Perlindungana terhadap tenaga kerjaa dimaksudkani untuk 

menjamina hak-hak tenaga kerja dan menjamina kesamaani kesempatan sertaa 

perlakuani tanpa adanya diskriminasia atasi apapuni untuk mewujudkan 

kesejahteraaniapekerja dan keluarganya dengani tetapi memperhatikani 

perkembangani kemajuan duniai usaha dan kepentinganapengusaha. Berdasarkana 

hali tersebuti penulis tertarikauntuk membahas mengenaia peran negara dalam rangka 

 
4 Ni Putu Vanesa dan Putu Ade Harriestha, 2022 Pembayaran Pesangon Bagi Pekerja yang 

Mengalami PHK Karena Force Majeur pada Masa Pandemi Covid 19, Jurnal Kertha Wicara, 11 (5) : 

982 
5Syafrida,adkk.2020, PemutusanaHubungan KerjaaMasa PandemiaCovid-19, 

PerusahaanaTerancam Dapat Dipailitkan, Pamulang Law Review,  3 (1) : 25. 
6AmnestyaInternational Briefing,2020, Covid-19adan DampaknyaaTerhadap Hak 

AsasiaManusia, Amnesty  InternationalaIndonesia, hlm. 9. 
7 Liputan6, “Pekerjai Informali Belumi Tersentuh Jaminani Sosial”, diakses 25 juni 2021, 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4139095/pekerja-informal-belum-tersentuh-jaminan-

sosial. 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4139095/pekerja-informal-belum-tersentuh-jaminan-sosial
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4139095/pekerja-informal-belum-tersentuh-jaminan-sosial
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melindungi hak tenaga kerja Indonesia dii masa pandemii covid-19 berdasarkan 

peraturan hukum yang ada.  

 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitianayang digunakanaadalah Yuridis Normatif yaitu penelitianayang 

difokuskanauntuk menguji penerapanakaidah atau norma-normaadalam hukum 

positif serta pendekatanayang digunakanayaitu pendekatan perundang-undangan 

(statute approach). 8 

Mengenai sumber dataayang digunakan dalamapenelitian ini menggunakan 

dataasekunder yang  digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu bahan 

hukumaprimer, bahanahukum sekunder dan bahan hukumatersier. Sumber bahan 

hukum primerayang dipergunakan seperti risalah, naskah akademik peraturan 

perundangan-undangan, dan lain sebagainya. Sumber bahanahukum sekunder yang 

dipergunakan yaitu berupa bukuateks, jurnalahukum, majalah hukum, pendapatapara 

pakar serta berbagaiamacam referensi yang berkaitanadengan penelitian ini. 

Sertaasumber bahanahukum itersier sebagai bahan  ipenunjang  penelitian berupa 

kamus-kamus hukum, mediaainternet, ensiklopediaaserta bukui mengenaia istilah-

istilah yang dipergunakanamengenai penelitian ini.9 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan secara kepustakaan, 

teknik ini digunakan dalamarangka mengumpulkan data guna menjawab halayang 

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Perlindungan Tenaga Kerja Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan merupakan peraturan hukuma yang mengatur mengenaiasegala 

hal yangaberhubungan dengan tenagaakerja, baik sebelum,aselama serta sesudah 

masaakerja dengan segala konsekuesinya.10 Menurut Pasal 1 ayat (6) butir a UU No. 

13aTahun 2003 tentangaKetenagakerjaan menjelaskan bahwa 

 
8 Peter MahmudaMarzuki, 2014, PenelitianaHukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: 

KencanaaPrenada MediaaGroup, hlm 135.  
9 Ibid, 137-138. 
10AbdulaKhakim, 2014, Dasar-Dasara iHukum Ketenagakerjaana iIndonesia, Cetakan ke-4 

EdisiaRevisi, Bandung: Citra AdityaaBakti, hlm 7.  
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Perusahaanamerupakan setiap bentukausaha yang berbadanahukum atau tidak, 

milikaorang perseorangan, milikapersekutuan, atauamilik badanahukum, baik milik 

swastaamaupun milik negara yangamemperkerjakan pekerja/buruh 

denganamembayar upah atau imbalan dalam bentukalain. Padahal perusahaan 

tersebut merupakan tempat dimana pemberi kerja memperkerjakani tenagai kerja 

dengan membayar upah atau imbalan dan bentuk lainnya kepada tenagaakerja. Tenaga 

kerjaamenurut Pasal 1 ayata(2) UU No.a13 Tahun 2003atentang 

Ketenagakerjaanaadalah setiap orangayang mampu melakukan pekerjaanaguna 

menghasilkan barangadan/atau jasa baik untukamemenuhi kebutuhanasendiri maupun 

untukamasyarakat.11 

Seperti yang diketahui bahwa Hukum Ketenagakerjaan tidak bisa dikatakan 

hanya berada di ruang lingkup Hukum Privat, Hal ini di akibatkan karena dalam 

Hukum Ketenagakerjaan termuat juga Hukum Administrasi Negara yang artinya ada 

hubungan negara yang mengatur di dalamnya12. Hubungan negara pada hal tersebut 

dapat dilihat dari adanya peraturan tegas terkait UpahaMinimum Provinsi, 

UpahaMinimum Kabupatenaatau Kotaadan sebagainya, negara juga mengatur jelas 

terkait dengan perlindungan hukum yang menjadi hak-hak yang wajib dimiliki tiap 

tenaga kerja yang harus dilindungi oleh perusahaan. Hal ini di dasari oleh Pasala86 

Ayat (1) Undang-undangaNo. 13 Tahun 2003atentang Ketenagakerjaan 

yangaberbunyi “Setiapapekerjai atau buruh mempunyaiahaki untuk memperoleha 

perlindungani keselamatana dan kesehatani kerja, moral dana kesusilaan, 

perlakuanayang sesuai denganaharkat dan martabatamanusia serta nilai-nilaiaagama”. 

Negara dalam hal ini juga berperan untuk melindungi hukum para tenaga kerja 

karena adanya perbedaan suatu sosial ekonomis dan posisi tawar atau yang biasa 

disebut dengan Bargaining Position antara pengusaha dengan pekerja yang biasa 

berada pada posisi Pihak yang lemah. Tujuan dari perlindunganatenaga kerja 

 
11  lihat Pasala1 ayat 2 Undang-UndangaNomor 13  Tahuna2003 Tentang aKetenagakerjaan. 
12 Muhammad Wildan, 2019, Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Jurnal Justicia Sains, 4 (2) : 323 
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adalahamenjamin adanya sistem hubunganakerja secara padu dan harmonisatanpa 

adanya suatu tekananadari pihak yang merasa lebih kuat danalemah.13 

Pada tahun 2019, dunia dihebohkan adanya wabah Covid-19 iyang menyebar 

begituacepat ke seluruh negara,termasuk Indonesia. Sejak munculnya virus Covid-

19apada bulan Mareta2020 hingga setahun lalu, Indonesia terus mengalami 

peningkatan kasus positif Covid-19 dan hal ini membuat pemerintah serta warga 

masyarakat merasa terancam sehingga pemerintah melakukan kampanye kepada 

masyarakatauntuk tetap di rumahasaja dan mengurangiaaktivitas di muka umum.14 

Menurut data Kementeriani Perindustriani tahun 2020 setidaknyai sebanyaki 

60%aindustri terdampakaCovid-19.Jumlah tersebutamerupakan jenis industriayang 

bersifatakonvensional (non-digitalisasi), termasuka usaha-usahai kecili masyarakati 

yang aktivitasnyaa membutuhkani keramaian massa.15 Untuk itu, idunia e-commerce 

merupakana salah  satu  yang  mendapat  berkahi dalami  fenomena  ini.  

Masalahnyaaaadalah, sebagian besar usahaamasyarakat tidak berada padaaindustri 

digital, melainkanaindustri konvensional yangabergantung keramaian massa. 

Untuk memotong tali penyebaran penularan virus ke masyarakat lainnya, dengan 

ini pemerintah khususnya DKI Jakarta yang menjadi lokasi dengan penyebaran kasus 

penularan tertinggi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14/SE/2020 tentang 

himbauanabekerja di rumaha(Work From Home) yang menindaklanjutiaInstruksi 

Gubernur ProvinsiaDKI Jakarta No. 16 Tahuna2020 tentang Peningkatana 

kewaspadaani terhadap risikoi penularani Infeksi Covid-19. Dalam SurataEdaran 

tersebut, di Poin kesatu menjelaskan bahwa Pimpinan Perusahaan diharapkan dapati 

mengambili langkah-langkah pencegahanaterkait resikoapenularan Infeksi Covid-19 

danadapat melakukanapekerjaan di rumah.16  

 
13  Syamsul khoiri, 2017, Peraturan Hukum Perburuhan Dan Sikap Pengadilan: Tarik-Menarik 

Antara Kepentingan Investoradan Kepentingan Buruh, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 39 ( 3)  : 

307. 
14  BBC News Indonesia. Virus Corona: Akankahapembatasan sosial berskalaabesar tekan 

penyebaran wabahadi Indonesia?”, diakses pada 25 Juni 

2021,https://www.bbc.com/indonesia/indonesia52153187. 
15  CNBC Indonesia News Berita. “60% IndustriaLumpuh karenaaCorona, 

BagaimanaaMemulihkannya?”, diakses pada 24 Juni 2021, 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200505162525-4-156501/60-industri-lumpuh-karena-

corona-bagaimana-memulihkannya.  
16  SurataEdaran KepalaaDinas TenagaaKerja, TransmigrasiadanaEnergi ProvinsiaDKI Jakarta 

No. 14/SE/2020) Poin 1. 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200505162525-4-156501/60-industri-lumpuh-karena-corona-bagaimana-memulihkannya
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200505162525-4-156501/60-industri-lumpuh-karena-corona-bagaimana-memulihkannya
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Dengan adanya surat edaran tersebut maka tidak sedikit dari Perusahaan yang 

bergerak di bidang selain Kesehatan, jasa ekspedisi atau pendistribusian barang dan 

logistik, toko kelontong, retail dan sebagainya menghimbau dan melakukan 

penerapan bekerja dirumah secara bertahap kepada karyawan atau pekerjanya. 

Langkah ini dimulai dari uji coba dimana para pekerja dibagi jatah waktu perminggu 

untuk bekerja di kantor dan seminggu bekerja di rumah, namun semakin 

meningkatnya angka kasus positif dampak Covid-19 banyak juga Perusahaan yang 

menerapkan Work From Home berbulan-bulan kepada Karyawannya yang 

berdomisili jauh dari pusat kantor. Maka Permasalahan dari hal tersebut, apakah setiap 

karyawan yang bekerja dirumah tersebut tetap mendapatkan hak-haknya. seperti yang 

kita pahami bahwa tenaga kerja menurutaUndang-Undang No. 13aTahun 

2003atentang ketenagakerjaan memiliki objekaperlindungan, antaraalain : 17 

a) Perlindungana atasi hak-haka dalam hubungana ikerja. 

b) Perlindungan atas hak-hak dasarapekerja atau buruhauntuk berundingadengan 

pengusahaadan mogokakerja. 

c) Perlindungan ikeselamatan dan kesehatanakerja. 

d) Perlindunganakhusus bagiapekerja atau buruh perempuan, anak danapenyandang 

cacat. 

e) Perlindungani tentanga upah, kesejahteraana dani jaminana sosial tenagaakerja. 

f) Perlindungan atas hakapemutusan hubungan tenagaakerja. 

 

Apabila ditinjau dari objek perlindungan tersebut, sudah sewajibnya perusahaan 

memenuhi hak-hak tenaga kerja walaupun pekerja tersebut bekerja di rumah. 

Bagaimanapun Tenaga kerja tersebut telah menjadi Pekerja di perusahaan tersebut 

yang artinya sudah menjadi tanggungjawab perusahaan untuk menjamin dan sifatnya 

adalah mutlak serta harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Pengusaha yang 

berperan sebagai Pemberi kerja. 

Perusahaan Wajib tetap membayarkan iuran jaminan kesehatan tenaga kerja untuk 

mengantisipasi apabila pekerja tersebut menjadi salah satu terdampak covid-19 

sehingga pekerja mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan kesehatan. 

 
17Indra Rahmatullah.2020, Jaminan Hak Kesehatan Pekerja Work From Office Selama Masa 

PSBB Covid-19. Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 4 (1) : 60. 
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Serta Perusahaan tidak boleh melakukan tindakan semena-mena yaitu menambah 

waktu kerja dengan alasan para pekerja melakukannya dirumah, karena apabila 

didasari oleh Pasal 77aayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yangasaat ini 

telahadiubah dalam Undang-UndangaNomor 11iTahun 2020iTentang CiptaiKerja 

mengenai waktu kerja yaitua7 Jam 1 Hari dan 40aJam 1 Mingguauntuk 6 Hari kerja 

dalama1 Minggu atau 8 Jam 1 Hari dan 40 Jam 1 Minggu untuk 5 Hari kerja dalam 1 

Minggu. Ketentuan dalam Pasal 77 ayat 2 tersebut tidakiberlaku khusus bagi sektor 

pekerjaan atau  usaha itertentu, Apabila perusahaan mewajibkan pekerja untuk bekerja 

lebih lama dari pada waktunya maka perusahaan wajib mengeluarkan upah kerja 

lembur yang diaturidalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Cipta Kerja.18 Menuruta Soepomo, Perlindunganatenaga kerjaadibagi menjadi 3 (tiga) 

macam, antara lain : 19 

a) Perlindungan Ekonomis, yaituaperlindungan tenagaakerja dalam 

bentukapenghasilan yang cukup, termasukabila tenaga kerja tidakamampu 

bekerja diluarakehendaknya. 

b) Perlindungan sosial, yaituaperlindungan tenagaakerja dalam bentukajaminan 

kesehatanakerja dan kebebasan berserikatadan perlindungan hak 

untukaorganisasi. 

c) Perlindungan Teknis, yaituaperlindungan tenagaakerja dalam bentukakeamanan 

dan keselamatanakerja. 

 

Perusahaan dalam menjamin kesehatan pekerja maka harus memenuhi Program 

Jaminan Sosial yang diciptakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat 

Indonesia, Dalam hal ini Perusahaan wajib dan rutin membiayai program tersebut 

setiap bulannya. Hal tersebut untuk mengantisipasi peristiwa yang tidak diinginkan 

terhadap pekerja dan perusahaan wajib membiayai kesehatan para pekerjanya selama 

masih dibawah naungan perusahaan tersebut, tidak terbatas dalam pekerja tersebut 

bekerja dirumah maupun di kantor. Apabila didasari oleh ketentuan Pasala5 ayat 

 
18  Lihat Pasal 77 ayat (2) dan 78 ayat (1) Bab IV Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
19Abdula Khakim, 2003, Pengantara Hukum KetenagakerjaaniIndonesia, Jakarta : Citra 

AdityaaBakti, hlm. 61- 62. 
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(2)idan Pasal 6 UU No 24 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwaaBPJS dapat 

dibagiamenjadi dua jenis, yaitu :20 

1) BPJS Kesehatan, hal ini berfungsi dalam menyelenggarakanaprogram jaminan 

kesehatan. 

2) BPJSaKetenagakerjaan, hal ini berfungsi dalam     menyelenggarakan 

programajaminan   kecelakaanakerja, jaminan hari tua, jaminanapensiun dan 

jaminanakematian. 

 

Dengan demikian peran perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dalam bagian 

waktu kerja, jaminan kesehatan, pengupahan pekerja perusahaan tidak boleh semena-

mena dalam mempekerjakan pekerjanya walaupun pekerja tersebut melakukannya 

dirumah dan terkait dengan  asasapemberlakuan ketentuanaketenagakerjaan terhadap 

semua pekerja atau buruh, dimana telah disebutkan bahwa semuaaketentuan 

ketenagakerjaan berlakuaterhadap semua pekerja tanpa membeda-bedakan statusnya 

dan tempat bekerjanya selama masih dibawah kekuasaan pemberi kerja. 

 

Peran Negara Dalam Melindungi Hak TenagaaKerja Indonesia di Masa 

Pandemi Covid-19 

Pasala151 ayat (1) Undang-UndangaNomor 13aTahun 2003 

tentangaKetenagakerjaan menegaskanabahwa: “Pengusaha, pekerja/buruh, 

serikatapekerja/serikat buruh,adan pemerintah, denganasegala upayaaharus 

mengusahakanaagar jangan terjadiapemutusan hubunganakerja”.21 Jika segala 

upayaatelah dilakukan, tetapiaPHK tidak dapata dihindari, makaa maksudi PHK 

wajibadirundingkan oleh pengusahaadan serikat pekerja/serikataburuh atau 

denganapekerja/buruh apabilaapekerja/buruh yangabersangkutan tidak 

menjadiaanggota serikat pekerja/serikataburuh. Pemerintah dalamasituasi Pandemi 

Covid-19ameminta pengusahaatidak melakukana PHK, terutama diasektor-sektor 

yang rentan terdampakapandemi iCovid-19. 

 
20 Lihat Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
21Adrian Sutedi. 2009, HukumaPerburuhan, Jakarta : SinaraGrafika, hlm. 459. 
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Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnyaatentang dampak 

krusialapandemi Covid-19 terhadapapekerja, pemerintahatelah mengambil 

danamemutuskan beberapa langkah regulatif guna menanggulangiaefek negatif 

pandemia dii sektor ketenagakerjaan sebagaimanaadimaksud. Regulasia yangi secara 

spesifika mengaturi tentanga perlindungan pekerja/buruhadi masa pandemi 

dapatadiuraikan ke dalamabeberapa bagianaberikut: 

1) Berkenaan denganapengupahan bagia pekerja/buruh.aHal inia diaturi dalam 

Surat Edarani MenteriaKetenagakerjaan Republiki Indonesia Nomor: 

M/3/HK.04/III/2020aberikut: 22 

a) Bagiapekerja/buruhi yanga dikategorikan sebagaia Orang Dalama 

Pemantauan (ODP) terkaita Covid-19 berdasarkanaketerangan dokter 

sehinggaatidak dapat masukakerja paling lama 14 (empatabelas) hari atau 

sesuaii standar KementerianaKesehatan, makaa upahnya dibayarkan secarai 

penuhi;  

b) Bagia apekerja/buruha yang dikategorikanikasusa suspect Covid-19a dani 

idikarantina/diisolasii menurut keterangana idokter, maka upahnyaa 

dibayarkani secara penuha selamai imenjalani masai karantina/isolasi;  

c) Bagiapekerja/buruhi iyangatidak masukakerja karena sakitaCovid-19 dan 

dibuktikanadengan keteranganadokter, maka upahnyaadibayarkan sesuai 

peraturanaperundang-undangan;  

d) Bagiaperusahaan yang melakukanapembatasan kegiatan usahaaakibat 

kebijakanapemerintah di daerahamasing-masing guna pencegahanadan 

penanggulangan Covid-19, sehinggaamenyebabkan sebagian ataua seluruhi 

pekerja/buruhnya tidaka masuk kerja, 

denganamempertimbangkanikelangsungana usahai maka perubahan 

besarana maupun cara pembayaranaupahapekerjaadilakukan sesuaiadengan 

kesepakatan antaraapengusahaadenganaapekerja/buruh. 

 

Dalamauraian poin-poin di atas, 

diaturadenganategasatentangaperlindungan pekerja/buruhadari iaspek 

 
22Surat EdaranaMenteri Ketenagakerjaan RIaNomor: M/3/HK.04/III/2020. 
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pengupahan. Poin (a) sampaiadengan (c) menguraikan perlindunganabagi 

pekerja yangaterindikasi tertularaCovid-19 untuk tetap dibayarkanaupahnya 

secara penuhadan sesuai mekanismeayang diaturadalam Undang-Undang. 

Secara spesifikipada poini(d) disebutkanabahwa saat terjadi 

pembatasanakegiatan iusaha akibata kebijakani pemerintah dalami 

menanggulangii akses negatifaCovid-19, prosesapengupahan 

tetapadilakukan dengana tetap mempertimbangkani aspek kelangsungan 

usaha. Dalamapemahaman penulis, halaini jugaadapat dipahamii 

sebagaiaalternatif lain dari keputusanaPHK. Dimana, untukamenghindari 

PHK langkah-langkahasebagaimana disebutkan dalamapoin (d) di 

atasadapat ditempuhaperusahaan.23 

2) Berkenaanadengan PemutusanaHubungan Kerjaa (PHK). Implikasi 

pandemiayang palingaterasa bagi pekerja/buruhaadalah PHK. Jika merujukapada 

ketentuan Perundang-undanganasebelum masa pandemi namun masih relevan 

untukadiacu sebagaiaprosedur untuk membacaarealitas PHK yangaterjadi secara 

massal. Dari ketentuanayang ada, hampirasepenuhnya tidakamemberikan ruang 

bagiaPHK. Hal ini dapat dilihat dalam SurataEdaran Menteri TenagaaKerja 

danaTransmigrasi Nomor:197/MEN/PHI-PPHI/V/2008a tentang Pencegahan 

PemutusanaHubungan Kerja (PHK), disebutkanabahwa sebelum 

perusahaanamengambil langkahaPHK, terlebihadahulu dilakukan langkah-

langkahaberikut:24 

a) Memintaaperusahaan untuk melakukanaefisiensi biayaaproduksi, termasuk 

overheadaperusahaan; 

b) Mendorongapelaksanaan tindak lanjutakesepakatan Dewan 

PengurusaNasional APINDO berdasarkanahasil pertemuan bipartit dengan 

pihakaSerikat Pekerja/Serikat Buruh, agarasetiap perusahaan 

dapatamenaikkan biaya makanadan biaya transportasiakepada para 

pekerjanya, sesuaiakemampuan perusahaanayang bersangkutan;  

 
23Anastasya Chairunnisa Wawondatu, dkk. 2021, PerlindunganaPekerja Di Masa Pandemi 

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lex Privatum, 9 (3) : 

36  
24SurataEdaran Menteri TenagaaKerja dan TransmigrasiaNomor: 197/MEN/PHI-PPHI/V/2008. 
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c) Memintaaagar setiap pengusaha memerankan forum bipartitadan 

mengedepankanadialog antara pengursaha adan serikat pekerja/ serikat 

buruh di perusahaanamasing-masing. Apabila denganacara-cara di atas PHK 

tidakadapat dihindariadan pengusaha terpaksaamelakukan PHK, makaaPHK 

harus dilakukan sesuai dengan ketentuanaperaturan perundang-undangan 

yangaberlaku. 

 

Berdasarkanauraian beberapa regulasiayang berkenaan denganaperlindungan 

tenaga kerjaadi tengahapandemi sebagaimana secaraaspesifik disebutkan diaatas, 

sesungguhnyaakebijakan pemerintahadalam hal ini berpihakapenuh pada tenaga 

kerja. Jika ditelaah secaraacermat, problematenaga kerja di tengah pandemiasecara 

khusus berkenaan dengan duaahal: Pertama,aberkaitan dengan upahakerja, dimana 

situasiapandemi yang terjadi sekarang sangat berpengaruh besar terhadapipemasukan 

perusahaan.Hal iniaakan berdampakapada kuantitas upah tenaga kerja ituasendiri. 

Kedua, berkaitanadengan kelangsunganakerja. Sebagai kelanjutanaproblem dari poin 

pertama, tentuasaja konsekuensinyaaadalah kebijakan PHK, jikaasecara ekonomis 

pengeluaranaperusahaan tinggi, sementaraapemasukan yangarendah.25 

Disamping mengenai regulasi dan aturan teknis yang diatur bagi pekerja di masa 

pandemi covid-19 Pemerintah juga telah mengeluarkanabeberapa kebijakanauntuk 

mengurangi aangka penyebaran Covid-19ayakni berupa kebijakanasosial. Kebijakan 

sosial yangadikeluarkan oleh pemerintah berdampak besar bagi paraapengusaha dan 

industriaterutama pada produksi yangabahan baku dan pasarnyaaberasal dari luar 

negeri. Hal iniamengakibatkan melemahnyaaperekonomian diaIndonesia. 

Kejadianatersebut mengakibatkanabanyak perusahaanaatau industriamengalami 

penurunan penghasilanabahkan mengalami kerugian, halaini jugaakanameningkatkan 

kemungkinan perusahaan untuk mengambil kebijakan PHKasecaraabesar-besaran.26 

 
25 Anastasya Chairunnisa Wawondatu,dkk., Op.Cit,: 38. 
26SuryaniaMotik Wakil Ketua umumaKamar Dagang danaIndustri Indonesia (Kadin) 

bidangaUMKM menyebutkanabahwa warga yang menjadiakorban PHK akibat pandemiabisa 

mencapai 15 jutaajiwa, bahkan KementerianaKetenagakerjaan per 20aApril 2020 laluamerilis 

sebanyaka2,8 jutaawarga menjadi korban pemutusanahubungan kerja (PHK) atauadirumahkan 

akibatapandemi Covid-19. Lihat IndriantoaEko Suwarso, “Bukan 2aJuta, Kadin Sebut Korban 

PHKaAkibat Corona 15 Juta,” diakses 23 juni 2020, 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501181726-92-499298/bukan-2-juta-kadin-sebut-

korban-phk-akibat-corona-15-juta. 

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/33244/31436.%20hal.%2038
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501181726-92-499298/bukan-2-juta-kadin-sebut-korban-phk-akibat-corona-15-juta
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501181726-92-499298/bukan-2-juta-kadin-sebut-korban-phk-akibat-corona-15-juta


 

 

 

RechtIdee, Vol. 18, No. 1, Juni 2023       93 

 

Untuk itu demi mengatasiapermasalahan tersebutapemerintah 

mengeluarkanakebijakan dengan tujuan  untuk memberikan perlindungan 

dalamabentuk keadilanaterhadap para pekerja yangamengalami PHK. 

Beberapaakebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahayaitu: 

a) Penerbitan Kebijakan dan Perlindungan Kepada Pekerja 

Menteria Ketenagakerjaani itelah mengeluarkan berbagaii kebijakanadan 

program untuk melindungiakeselamatan dan hak-hak pekerjaa sekaligusi imenjaga 

kelangsungan bisnis atauiusaha.iKebi-jakan daniprogram tersebut dikeluarkan untuk 

mewujudkanatatanan kenormalan baru ketenagakerjaanadimasa pandemiaCovid-19. 

Kebijakan pertamaaKemnaker adalah mengeluarkaniSurat Edaran (SE) 

MenteriaKetenagakerjaaniRI Nomor:  M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan 

Pekerja/Buruhidan Kelangsungan Usaha Dalam Dalami RangkaaPencegahan dan 

Penanggulangan Covid-19.27 

Kebijakanaini bertujuan untuk mencegaha penyebarani dan penanganani 

kasusiterkait Covid-19adi lingkunganakerja serta perlindungana pengupahani bagi 

pekerja/buruh terkaitaCovid-19.aKedua, Kemnaker menerbitkana iSE Menteri 

Ketenagakerjaan RIaNomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh 

dalam program jaminan kecelakaan kerja (JKK)apada kasus penyakitaakibat kerja 

karenaaCovid-19. Surat Edarana tersebuti menekankani pemberiani hak kepadaa 

pekerjai yang berisikoadan terpapar Covid-19auntuk mendapatkan 

pelindunganaprogram JKK (jaminan kecelakaan kerja) sesuai denganaUU. Ketigaa 

membentuki Poskoi Kesehatani dan KeselamatanaKerja (K3) Covid-19. Poskoa 

tersebuti merupakan upayaa aktifi Kemnaker denganamembuka layanani informasii 

dana konsultasi terkaitidengan pengaduan bagiitenaga kerja terkait keselamatan dan 

kesehatan kerja diaperusahaan. Edaran ini  menyebutkan para pekerjaayang memiliki 

resiko khusus / spesifikayang dapat mengakibatkan dapatamengakibatkan penyakit 

akibatkerjaakarena Covid-19 dibagi menjadia3 kategori.Pertama, tenagaamedis dan 

kesehatan yang bertugas merawati dan mengobatiapasien di RS, fasilitasakesehatan, 

dan tempat lain yangaditetapkan pemerintahasebagai tempat 

 
27Lihat Surat EdaranaMenteri KetenagakerjaanaRepublik Indonesia NomoraM/3/Hk.04/III/2020 

Tahun 2020 TentangaPelindungan Pekerja/Buruhadan KelangsunganaUsaha Dalam 

RangkaaPencegahan dan PenanggulanganaCovid-19. 
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untukamerawat/mengobati pasienaterinfeksi Covid-19. Kedua,atenaga pendukung/  

supportinga kesehatan, fasilitas kesehatan, ataua tempati lain yangi ditetapkani untuk 

menangania pasieni terinfeksi Covid-19ayaitu tenaga kerja dalam pekerjaannya 

mengalamia risiko tertular/terpaparaCovid-19 di lingkunganikerja.Ketiga, 

timarelawan meliputi tenagakerjaakesehatan dan non kesehatanayang ikuta bertugasi 

dalam penanggulangana Covid-19i yang dapata ditempatkan langsungaidiRS, fasilitas 

kesehatan dan tempat lainiyang ditetapkanaidalam penanggulangan Covid-19. 

Pelaksanaani kebijakan tersebuti didalama perusahaan beluma sepenuhnyai 

dilaksanakana sesuaii dengan kententuanaperundang-undangan. Terdapataberbagai 

hambatanadalam menjalankannya yaitu bilaadidalam suatu perusahaanaterjadi 

kecelakaanakerja, seharusnya kejadianatersebut dilaporkan kepadabagianapersonalia, 

namun padaa kenyataannyastidak ada laporana sama sekali sehinggaa menyebabkan 

keterlambatani dalami proses pencairana Jaminani KecelakaanaKerja (JKK). 

 

b) Insentif Untuk Para Pekerja Medisa 

Pandemia Covid-19i yang melandaa Indonesia sejak Mareta 2020i menyebabkan 

perubahanadi berbagai aspekakehidupan, terutamaabagi aspek kesehatanadi 

masyarakat. Untuk itu, pelaksanaani program-programi bidang kesehatani sekarangi 

lebih terfokusapada penekanan angka penyebaranaCovid-19 di Indonesia.28 

Tantanganaselanjutnya adalah merubahacara berpikir dan cara berperilaku agar dapat 

meningkatkanaderajati kesehatan masyarakata dan tangguhi dari ancamani virusi 

covid-19 yanga sedangi merebak sekarang. Tenagaa kesehatani masyarakat harus 

memiliki kemampuani auntuk memahami polaa penyebarani dan pencegahanaCovid-

19idiimasyarakat yang diperlukan untuk merancanga programidan kebijakana 

percepatani penanganani Covid-19 diaIndonesia. Pemerintah  

mengeluarkanakebijakan untuk memberikan insentifa bagii tenaga medis. Pemberiana 

insentif terhadap tenagaamedis ini berbeda-beda sepertiaantaraaidokter praktik di 

rumaha isakit rujukan korbanaCovid-19 berbeda dengan bidanadan perawat. Apabila 

tenagaakesehatan terpaparaCovid-19, maka pemerintahaakan memberikan pelayanan 

 
28Kemenko PMK, “PentingnyaaPeran Tenaga KesehatanaMasyarakat dalam PenangananaCovid-

19”, diakses pada 26 Juni 2021, https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-peran-tenaga-kesehatan-

masyarakat-dalam-penanganan-covid-19. 

https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-peran-tenaga-kesehatan-masyarakat-dalam-penanganan-covid-19
https://www.kemenkopmk.go.id/pentingnya-peran-tenaga-kesehatan-masyarakat-dalam-penanganan-covid-19
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kesehatan gratis ikepada para tenagaamedis danajuga untuk tenagai imedis yang telah 

meninggal dunia akibat terkena penyakit Covid-19, pemerintahiakan memberikan 

santunanikematian kurang lebih sebesar Rp 300.000.000.29 

Meskipunademikian Pelaksanaan ipemberian dana insentif ini terlambat sampai 

ke tangan tenaga medis, karena terkendala urusan administrasiayang 

membutuhkanapersetujuanikementerian Kesehatan. Dengan demikian,aper bulan juli 

baru sekitar 8,36%adari total anggaranapemerintah untukainsentif tenaga medis 

dicairkan, Akibat keterlambatan dalam pencairan dana tersebut, hal ini 

menimbulkanakonflik di kalanganatenaga medis. Banyaka itenaga medis yang 

bertanya-tanya mengenaiahal tersebutadan menuntut transparansia iinsentif dan alat 

pelindung diri (APD) ikepada pemerintahi demi keselamatan kerja, asupanavitamin 

yang dibutuhkan oleh tenaga medisasegera. 

 

c) Mengeluarkan Kartu Prakerja 

Programakartu prakerja sudah direncanakanaoleh pemerintahasejak awal untuka 

imemberantas kemiskinana idan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. 

ProgramaKartu Prakerja inii bertujuan mengembangkan kompetensia angkatan kerja, 

meningkatkana produktivitas dan dayai saing angkatana kerja. Kartu prakerja adalah 

cara pemerintah untuk memberikan bantuan kepada tenaga kerja/buruh kecil yang 

mengalamii PHK dan juga pelaku usahaa imikro dan kecili iyang terkena dampak, 

sehinggaimereka dapat bekerja kembali.30   

Kondisia iekonomi yang belumi istabil akibat Pandemi ini, membuat 

pekerjaanayang berdasarkanasoft skill lebiha idibutuhkan dibandingkana idengan 

yang bermodala iijazah. Jadi, lewat programa ini diharapkanpara  tenaga kerjai 

yangmendapatkanafasilitas Pemerintah dapat memiliki keterampilanibaru untuk dapat 

membuka bisnis atau usahanya sendiri,sehingga dapat membukailapangan pekerjaan 

baru bagibbanyak orangiuntuk mengurangi angka pengangguran.  

 
29TimaMitigasi DokteraDalam Pandemi Covid-19 PB IDI. PedomanaStandar 

PerlindunganaDokter diiEra Covid-19. 

https://www.pdspatklin.or.id/assets/files/pdspatklin_2020_09_09_18_05_48.pdf . Agustus 2020 hal. 

66-67. 
30  CNN Indonesia, “BantuanaKorban PHK NaikaJadi Rp4 Jutaadi Tengah WabahaCorona”, 

diakses 25 Juni 2021, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200326103707-532-

486981/bantuan-korban-phk-naik-jadi-rp4-juta-di-tengah-wabah-corona.   

https://www.pdspatklin.or.id/assets/files/pdspatklin_2020_09_09_18_05_48.pdf
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200326103707-532-486981/bantuan-korban-phk-naik-jadi-rp4-juta-di-tengah-wabah-corona
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200326103707-532-486981/bantuan-korban-phk-naik-jadi-rp4-juta-di-tengah-wabah-corona
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Programakartu prakerjaajuga bisa diaksesadengan mudah karena 

pendaftarannyaadapat dilakukanasecara online sehinggaaprosesnya menjadi lebih 

cepatadan praktis. Programakartu prakerja memberikanabantuanasetiap pemegang 

kartu sebesar Rpa3.550.000 yangadikirimkan secara bertahapaselama 4 bulan. Selain 

itu, pemerintaha ijuga bekerjasamaadengan BP Jamsostek melakukan pemberian 

insentif tambahan sebesar Rp 600.000akepada setiap pekerjaayang menjadiakorban 

Pemutusan HubunganaKerja (PHK) yanga itelah terdaftaradi dalam BPa Jamsostek. 

Programi kartu prakerja bekerjasama dengan perusahaanapenyedia jasa 

secaraadaring, seperti Ruangaguru, Maubelajarapa.com, Pintaria, sekolah.mu, 

Bukalapak,adll. Awalnya, programakartu prakerja ini iakan idilaksanakan secara 

langsung/offlineatetapi karena  keadaan pandemi Covid-19,aprogram ini tidaka ibisa 

dilaksanakan secara langsung/ offline. Perencanaan  awal,Pemerintah mengeluarkan 

anggaranasebesar Rp 10 triliun, namun gunaauntuk mengatasi pandemiacovid-19,saat 

ituapemerintah mengambilakeputusan denganamenaikan anggaran menjadi Rp 

20atriliun.  

 

Simpulan  

Pandemi Covid-19 yang terjadi telah berdampak pada hampir seluruh sektor 

kehidupan termasuk pada bidang ekonomi khususnya bagi perlindungan terhadap 

tenaga kerja Adapun Langkah atau kebijakan yang diambil oleh negara dalam hal ini 

pemerintah dengan mengeluarkan beberapa regulasi sebagai langkah tegas terkait 

upaya perlindunganahukum bagi pekerja, sepertiaSurat Edaran Menteri 

KetenagakerjaanaRepublik IndonesiaaNomor: M/3/HK.04/III/2020ayang 

secaraaspesifik mengatur tentang pengupahan bagiapekerja/buruh, serta SurataEdaran 

Menteri TenagaaKerja dan Transmigrasi Nomor:  197/MEN/PHI-

PPHI/V/2008tentang Pencegahan Pemutusan HubunganiKerja i(PHK) serta 

kebijakan teknis lainnya seperti  program JKK (jaminan kecelakaan kerja), Insentif 

untuk para pekerja medis, serta kartu Pra-kerja yang diharapkan dapat membantu 

pekerja yang terkena imbas dari covid-19 itu sendiri.  

Kebijakan terkait Perlindunganahukum bagiapekerja di masa pandemiasaat 

iniaterus membutuhkanakontrol yangamassif, komitmen yangatinggi dan ketegasan 

dariapemerintah. Secaraakonsepsional, regulasia iyang ditetapkani pemerintah dalam 
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melindungiapekerja sudah sangatabaik, namuni beluma imaksimal daniisignifikan, 

terutama berkenaanadengan persoalan PHKaterhadap pekerja. Apabila perusahaan 

tidak dapat membuktikan bahwa perusahaan terkena dampak Pandemi Covid19, maka 

perusahaan tidak boleh melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan force 

majeure.31 

Disisialain, pekerjaapun harus proaktifadalam memperjuangkanahak-haknyai 

denganitetap bersandarapada peraturanaperundang-undangan. Hal tersebut bisa 

dilakukan melalui upaya litigasi dengan  tahapan : (1) melalui perundingan bipartid; 

(2) Apabila dicapai kesepakatan berupa perjanjian bersama maka dapat didaftarkan 

ke Pengadilan Negeri; (3) Sebaliknya bila perundingan bipartid gagal maka dapat 

ditempuh perundingan tripartid dengan Disnaker Sepempat sebagai mediator; (4) 

Apabila upaya tripartid gagal maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Hubungan Industrial32 

Untuk itu menurut   hemat   penulis   perlu   diadakan   rumusan   mengenai   

langkah strategis  dalam hal perlindungan secara menyeluruh khususnya 

terkaitadengan hak-hak pekerjaadalam keadaan forceemajeure. Hal iniimenjadi 

pentingiagar paraapekerja tetap dapat memenuhiikebutuhan hidup diimasa-masa sulit 

seperti iini. Selain itu, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan perlu mengajak 

Kementerian terkait lainnya untuk membahas secara komprehensif agar dapat mencari 

solusi mengenai perlindungan hak-hak tenaga kerja di masa pandemi ini. Masing-

masing kementerian dan lembaga negara terkait sudah tidak saatnya berjalan sendiri-

sendiri, karena masalah ketenagakerjaan ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri, 

maka perlu penanganan secara holistik dibawah kordinasi Presiden  sama seperti 

halnya penanganan pandemi Covid 19 itu sendiri.  
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